






Berdasarkan uraian dalam bab-bab di atas dapat disimpulkan bahwa 
terdapat dua macam tanggung jawab hukum Notaris yang merupakan 
konsekuensi dari adanya hubungan hukum yaitu kontraktual dan non 
kontraktual. Dalam hubungan hukum kontraktual terjadi perjanjian pemberian 
kuasa yang mana Notaris memegang peran sebagai kuasa atas Pemohon 
dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Dalam 
hukum perdata, pemberi kuasa bertanggung jawab atas kesalahan yang 
dilakukan oleh penerima kuasa sejauh penerima kuasa melaksanakan 
kewenangan dengan itikad baik sesuai batasan kewenangan yang diberikan. 
Dengan demikian kesalahan pengisian data yang dilakukan oleh Notaris 
selaku penerima kuasa adalah tanggung jawab dari pemohon pendaftar fidusia 
selaku pemberi kuasa. Namun, apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris 
melakukan kelalaian bahwa telah keliru dalam berprestasi maka dapat 
dikatakan Notaris wanprestasi dan berkewajiban membayar ganti kerugian. 
Dalam hubungan non kontraktual Notaris bertindak sesuai dengan 
kewenangan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan kode 
etik jabatan Notaris. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila melakukan 




kepatutan, dan kebiasaan. Apabila dalam melaksanakan kewenangannya, 
Notaris melakukan kesalahan dan menyebabkan kerugian secara sengaja maka 
harus dibuktikan apakah Notaris melakukan perbuatan melawan hukum. 
Notaris dalam melaksanakan hubungan hukum tersebut dibebani tanggung 
jawab hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan kode etik 
jabatan Notaris. 
B. Saran 
1. Notaris dalam memberikan jasa atau melayani masyarakat sebaiknya teliti 
dan lebih berhati-hati dalam melakukan proses pendaftaran jaminan 
fidusia secara online. Notaris perlu memanajemen dengan baik sarana 
prasana khususnya jaringan internet yang menunjang proses pendaftaran. 
Untuk meminimalisir kesalahan maka Notaris tidak boleh dengan mudah 
mempercayakan suatu tanggung jawab kepada orang lain serta seharusnya 
mempekerjakan karyawan yang berdedikasi di Kantor Notaris miliknya. 
2. Hendaknya Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia serta Direktorat 
Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan peninjauan terhadap 
peraturan-peraturan yang mengatur tentang pemberlakuan online system 
dalam pendaftaran jaminan fidusia. Peninjauan tersebut difokuskan 
terhadap pengaturan tentang pemberlakuan sistem online dalam 
pendaftaran jaminan fidusia apakah telah memberi kepastian hukum, 




melakukan perbuatan hukum. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia perlu dikaji ulang, dicabut atau diubah dengan 
undang-undang baru yang diharapkan mampu memfasilitasi  pendaftaran 
jaminan fidusia secara elektronik (online system). Undang-Undang dan 
peraturan pelaksana mengenai jaminan fidusia hendaknya memiliki 
kesinambungan satu sama lain dan mengatur secara tegas mengenai 
pendaftaran jaminan fidusia sehingga mendukung pelaksanaan 
pendaftaran jaminan fidusia yang efektif, efisien, dan memberikan 
kepastian hukum. 
3. Sebaiknya perlu dilakukan juga peninjauan terhadap pelaksanaan online 
system, apakah telah memenuhi standar keamanan dalam pengisian 
datanya sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam praktek 
pendaftaran seperti kriteria kelengkapan data dalam kolom pengisian data, 
pernyataan pertanggungjawaban, dan kelancaran server internet yang 
menunjang pelaksanaan pendaftaran. Pemberlakuan online system harus 
memberikan perlindungan hukum terhadap pemohon dalam mendaftarkan 
jaminan fidusia. Keterbatasan dalam sistem pendaftaran jangan sampai 
justru menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan mengenai 
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Lampiran 1  
Kolom Pengisian Data Pendaftaran Jaminan Fidusia 
 
Gambar 1. Tampilan Halaman Login 
 
 







Gambar 3. Tampilan Halaman Formulir Pendaftaran 
 
 









Gambar 5. Tampilan Kolom Identitas Penerima Fidusia 
 
 









Gambar 7. Tampilan Kolom Perjanjian Pokok 
 
 
Gambar 8. Tampilan Kolom Uraian Objek Jaminan Fidusia 
 
 







Gambar 10. Tampilan Kolom Nilai Objek Jaminan Fidusia 
 
 
Gambar 11. Tampilan Kolom Kode Pengamanan dan Peringatan 
 
 
































Tampilan Website Ditjen AHU Online (ahu.go.id) 
 





























































Panduan Pendaftaran Fidusia Online 
 
 







Gambar 24. Tampilan Login 
 
 







Gambar 26. Tampilan Pengisian Form Pendaftaran 
 
 







Gambar 28. Tampilan Pengisian Form Identitas Penerima Fidusia 
 
 







Gambar 30. Tampilan Pengisian Form Identitas Penerima Fidusia 
 
 







Gambar 32. Tampilan Pengisian Form Perjanjian Pokok 
 
 







Gambar 34. Tampilan Pengisian Form Uraian Objek Jaminan Fidusia 
 
 






Gambar 36. Tampilan Pengisian Form Nilai Penjaminan 
 
 























Gambar 40. Tampilan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia 
 
 







Gambar 42. Tampilan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia (Lampiran Keterangan 
Obyek Jaminan Fidusia) 
 
 















Gambar 45. Tampilan Sertifikat Jaminan Fidusia 
 
